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BUPATI BANYUWANGI
SALINAN
PERATURAN BUPATI
KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 28 TAHUN 2022
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 Peraturan
Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Banyuwangi tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional

pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
tentang  Perubahan  Batas Wilayah  Kotapraja



Banyuwangi dan Daerah Tingkat II Banyuwangi dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar
Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara republic Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
sebagaimana telah  diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012
tentang Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);



10.

11.

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai
Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operaional (berita negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib

Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
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14.

15.
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Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 630);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita
Negara Tahun 2019 Nomor 1114)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomernklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020
tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran
Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan
Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan
Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan
Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 910);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,



Menetapkan

18.

19.

20.

Rancangan  Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 431);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Banyuwangi Tahun 2007 Nomor 10/E ) sebagaimana
telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraraturan
Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun
2014 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7
Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun

2022 Nomor7).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2023

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Banyuwangi ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.

Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
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11.

12.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan
Perda.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
berkenaan.

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
berkenaan.

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1
(satu) periode anggaran.

Piutang Daerah adalah jumlah wuang yang wajib dibayar kepada
Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai
dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah
ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan
Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara
secara minimal.

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah
menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari
pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar
kembali.

Pendapatan Asli Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaaran
berkenaan yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan
yang Sah.

Pendapatan Transfer atau Dana Perimbangan adalah dana yang



13.

14.

15.

16.

bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah
untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib
kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau Badan.

Belanja pegawai adalah jenis belanja yang digunakan untuk
menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, antara lain berupa gaji dan tunjangan,
tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya
pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah,
insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, dan honorarium.
Belanja barang dan jasa adalah jenis belanja yang digunakan untuk
menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang
dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan
atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga, antara lain berupa belanja
barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi,
perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa
rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat,
sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman,
pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-
hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas,
pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, jasa ketersediaan
pelayanan (availability payment}, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja
lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan
kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang

dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan
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PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS,
dan Dbelanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak
ketiga/masyarakat.

Belanja hibah adalah jenis belanja yang diberikan kepada Pemerintah
Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD,
dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang
berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan
peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak
secara terns menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan sosial adalah jenis belanja yang digunakan untuk
menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang
kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya
tidak secara terns menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi
dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan
tertentu dapat berkelanjutan.

Belanja operasi adalah jenis belanja yang digunakan untuk

menganggarkan Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi
manfaat jangka pendek, antara lain: belanja pegawai, belanja barang dan
jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan
sosial.

Belanja modal adalah jenis belanja yang digunakan untuk
menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan
aset tetap dan aset lainnya.

Belanja tidak terduga adalah jenis belanja yang digunakan untuk
pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat
termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan
pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Belanja transfer adalah jenis belanja yang digunakan untuk pengeluaran
uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya
dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa, antara lain:

belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan



Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan

daerah.

Pasal 3
Anggaran pendapatan daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar
Rp.3.176.287.997.365 (Tiga triliun seratus tujuh puluh enam milyar dua
ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga
ratus enam puluh lima rupiah), yang bersumber dari:
a. pendapatan Asli Daerah;
b. pendapatan Transfer;

c. lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 4

(1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf a direncanakan sebesar Rp.575.000.000.000 (Lima ratus tujuh
puluh lima milyar rupiah), yang terdiri atas:

a. pajak daerah;

b. retribusi daerah;

c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp.244.490.000.000 (Dua ratus empat puluh empat milyar empat
ratus sembilan puluh juta rupiah).

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp.78.710.000.000 (Tujuh puluh delapan milyar
tujuh ratus sepuluh juta rupiah).

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp.24.950.000.000
(Dua puluh empat milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.226.850.000.000 (Dua ratus

dua puluh enam milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah).



(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

(6)

Pasal 5
Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp.244.490.000.000 (Dua ratus empat
puluh empat milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah), yang terdiri
atas:

a. pajak Hotel;

o

pajak Restoran

pajak Hiburan

o o

pajak Reklame

pajak Penerangan Jalan
pajak Parkir

pajak Air Tanah

5 o0a 0

. pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

i. pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)

j- bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp.15.576.879.419 (Lima belas milyar lima ratus tujuh puluh
enam juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus sembilan
belas rupiah).

Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp.21.619.567.955 (Dua puluh satu milyar enam
ratus sembilan belas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu sembilan
ratus lima puluh lima rupiah).

Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar Rp.2.845.389.907 (Dua milyar delapan ratus empat puluh lima
juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh rupiah).
Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp.4.674.935.855 (Empat milyar enam ratus tujuh
puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus lima
puluh lima rupiah).

Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e

direncanakan sebesar Rp.96.008.715.699 (Sembilan puluh enam milyar



delapan juta tujuh ratus lima belas ribu enam ratus sembilan puluh
sembilan rupiah).

(7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan
sebesar Rp.1.354.999.821 (Satu milyar tiga ratus lima puluh empat juta
sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh
satu rupiah).

(8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g
direncanakan sebesar Rp.2.626.258.719 (Dua milyar enam ratus dua
puluh enam juta dua ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan
belas rupiah).

(9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.156.103.865 (Seratus lima
puluh enam juta seratus tiga ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah).

(10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar
Rp.53.629.466.106 (Lima puluh tiga milyar enam ratus dua puluh
sembilan juta empat ratus enam puluh enam ribu seratus enam rupiah).

(11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.45.997.682.654
(Empat puluh lima milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta enam

ratus delapan puluh dua ribu enam ratus lima puluh empat rupiah).

Pasal 6
(1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp.78.710.000.000 (Tujuh puluh delapan
milyar tujuh ratus sepuluh juta rupiah), yang terdiri atas:
a. retribusi Jasa Umum;
b. retribusi Jasa Usaha
c. retribusi Perizinan Tertentu
(2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp.51.281.901.999 (Lima puluh satu milyar dua
ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus satu ribu sembilan ratus

sembilan puluh sembilan rupiah).



(3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp. 22.098.098.001 (Dua puluh dua milyar sembilan
puluh delapan juta sembilan puluh delapan ribu satu rupiah).

(4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp. 5.330.000.000 (Lima milyar tiga ratus tiga puluh

juta rupiah).

Pasal 7
Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf c¢ direncanakan sebesar
Rp.24.950.000.000 (Dua puluh empat milyar sembilan ratus lima puluh juta
rupiah) yang merupakan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah

Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan).

Pasal 8
(1) Anggaran Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
Ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.226.850.000.000 (Dua ratus
dua puluh enam milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah), yang
terdiri atas:

hasil penjualan bmd yang tidak dipisahkan;

o P

hasil pemanfaatan bmd yang tidak dipisahkan;

jasa giro;

o o

hasil pengelolaan dana bergulir;
pendapatan bunga;
penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;

pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;

5 oga o

. pendapatan denda pajak daerah;

[y

pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
j. pendapatan dari pengembalian;
k. pendapatan blud;

l. pendapatan denda retribusi daerah;



(2)

(3)

(4)

(S)

(6)

(7)

(8)

()

Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.162.610.670 (Seratus
enam puluh dua juta enam ratus sepuluh ribu enam ratus tujuh puluh
rupiah).

Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.212.000.000 (Dua ratus
dua belas juta Rupiah).

Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar Rp.6.520.000.000 (Enam milyar lima ratus dua puluh juta
Rupiah).

Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp.14.620.000 (Empat belas juta enam
ratus dua puluh ribu rupiah).

Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp.20.000.000.000 (Dua puluh milyar rupiah).
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar
Rp.3.219.292.825 (Tiga milyar dua ratus sembilan belas juta dua ratus
sembilan puluh dua ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah).
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.
395.357.720 (Tiga ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh
tujuh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).

Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf h direncanakan sebesar Rp.637.385.287 (Enam ratus tiga puluh
tujuh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu dua ratus delapan puluh

tujuh rupiah).

(10) Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.931.944.220 (Sembilan ratus
tiga puluh satu juta sembilan ratus empat puluh empat ribu dua ratus

dua puluh rupiah).



(11) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf j direncanakan sebesar Rp.21.789.278 (Dua puluh satu juta tujuh
ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh delapan
rupiah).

(12) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k
direncanakan sebesar Rp.194.730.000.000 (Seratus sembilan puluh
empat milyar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah).

(13) Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf1 direncanakan sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah).

Pasal 9

(1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3
huruf b direncanakan sebesar Rp.2.541.449.255.372 (Dua triliun lima
ratus empat puluh satu milyar empat ratus empat puluh sembilan juta
dua ratus lima puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah), terdiri
atas:

a. pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
b. pendapatan Transfer Antar Daerah.

(2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.328.274.595.000 (Dua triliun tiga
ratus dua puluh delapan milyar dua ratus tujuh puluh empat juta lima
ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

(3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp.213.174.660.372 (Dua ratus tiga belas
milyar seratus tujuh puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu tiga

ratus tujuh puluh dua rupiah).

Pasal 10

(1) Anggaran pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf a direncanakan sebesar

Rp.2.328.274.595.000 (Dua triliun tiga ratus dua puluh delapan milyar



(2)

(3)

(4)

dua ratus tujuh puluh empat juta lima ratus sembilan puluh lima ribu
rupiah) yang terdiri atas:

a. dana perimbangan;

b. dana insentif daerah (DID);

c. dana desa.

Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp.2.090.927.846.000 (Dua triliun sembilan puluh
milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh
enam ribu rupiah);

Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp.13.264.726.000 (Tiga belas milyar dua ratus
enam puluh empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan
sebesar Rp.224.082.023.000 (Dua ratus dua puluh empat milyar delapan
puluh dua juta dua puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 11

Anggaran pendapatan transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9 Ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.213.174.660.372,00 (Dua

ratus tiga belas milyar seratus tujuh puluh empat juta enam ratus enam

puluh ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) yang merupakan Pendapatan

bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Pasal 12

(1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.59.838.741.993 (Lima
puluh sembilan milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus
empat puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang
terdiri atas:

a. pendapatan hibah; dan

b. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan



(2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp.8.590.000.000 (Delapan milyar lima ratus
sembilan puluh juta rupiah) merupakan pendapatan hibah dari Pemerintah
Pusat.

(3) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.51.248.741.993
(Lima puluh satu milyar dua ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus
empat puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga Rupiah)

merupakan Dana Kapitasi JKN pada FKTP non BLUD.

Pasal 13

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar
Rp.3.232.942.604.365,00 (Tiga triliun dua ratus tiga puluh dua milyar
sembilan ratus empat puluh dua juta enam ratus empat ribu tiga ratus enam
puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja operasi;

b. belanja modal;

c. belanja tidak terduga; dan

d. belanja transfer.

Pasal 14

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a
direncanakan sebesar Rp. 2.010.636.562.828 (Dua triliun sepuluh milyar
enam ratus tiga puluh enam juta lima ratus enam puluh dua ribu delapan
ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja pegawai;

b. belanja barang dan jasa;
c. belanja hibah; dan

d. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp. 724.415.652.245 (Tujuh ratus dua puluh empat
milyar empat ratus lima belas juta enam ratus lima puluh dua ribu dua

ratus empat puluh lima rupiah).



(3)

(4)

()

(1)

(2)

(3)

(4)

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp. 1.079.155.653.183 (Satu triliun tujuh puluh
sembilan milyar seratus lima puluh lima juta enam ratus lima puluh tiga
ribu seratus delapan puluh tiga rupiah).

Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan
sebesar Rp. 192.779.257.400 (Seratus sembilan puluh dua milyar tujuh
ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu empat
ratus rupiah).

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp. 14.286.000.000 (Empat belas milyar dua ratus

delapan puluh enam juta rupiah).

Pasal 15

Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b
direncanakan sebesar Rp. 782.272.063.937 (Tujuh ratus delapan puluh
dua milyar dua ratus tujuh puluh dua juta enam puluh tiga ribu sembilan
ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

belanja modal tanah;

belanja modal peralatan dan mesin;

belanja modal bangunan dan gedung;

belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;

belanja modal aset tetap lainnya.

O S o N S o S

belanja modal aset lainnya.

Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp. 174.668.600 (Seratus tujuh puluh empat juta
enam ratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah).

Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp. 144.017.809.046 (Seratus empat puluh
empat milyar tujuh belas juta delapan ratus sembilan ribu empat puluh
enam rupiah).

Belanja Modal Bangunan dan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 133.444.101.824 (Seratus tiga puluh
tiga milyar empat ratus empat puluh empat juta seratus satu ribu delapan

ratus dua puluh empat rupiah).



(5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 496.030.056.347 (Empat ratus
sembilan puluh enam milyar tiga puluh juta lima puluh enam ribu tiga
ratus empat puluh tujuh rupiah).

(6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e direncanakan sebesar Rp. 6.100.428.120 (Enam milyar seratus
juta empat ratus dua puluh delapan ribu seratus dua puluh rupiah).

(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar Rp. 2.505.000.000 (Dua milyar lima ratus lima juta
rupiah).

Pasal 16
Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13

huruf c direncanakan sebesar Rp.20.000.000.000 (Dua puluh milyar Rupiah).

Pasal 17

(1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d
direncanakan sebesar Rp. 420.033.977.600 (Empat ratus dua puluh milyar
tiga puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus
rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja bagi hasil;
b. belanja bantuan Keuangan.

(2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp. 20.193.959.600 (Dua puluh milyar seratus
sembilan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu enam
ratus rupiah).

(3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp. 399.840.018.000 (Tiga ratus sembilan puluh
sembilan milyar delapan ratus empat puluh juta delapan belas ribu

rupiah).

Pasal 18
Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar
Rp.56.654.607.000 (Lima puluh enam milyar enam ratus lima puluh empat
juta enam ratus tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
a. penerimaan pembiayaan; dan

b. pengeluaran pembiayaan.



Pasal 19
Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
huruf a direncanakan sebesar Rp.64.396.607.000 (Enam puluh empat milyar
tiga ratus sembilan puluh enam juta enam ratus tujuh ribu rupiah), yang
merupakan SiLPA.

Pasal 20

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
huruf b direncanakan sebesar Rp.7.742.000.000 (Tujuh milyar tujuh ratus
empat puluh dua juta rupiah) yang merupakan Penyertaan Modal Daerah
pada BUMD.

Pasal 21

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja
daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp.56.654.607.000 (Lima
puluh enam milyar enam ratus lima puluh empat juta enam ratus tujuh
ribu rupiah).

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan
terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar
Rp.56.654.607.000 (Lima puluh enam milyar enam ratus lima puluh empat

juta enam ratus tujuh ribu rupiah).

Pasal 22

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana
dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran  Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut

Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan,
Belanja, dan Pembiayaan;

2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,
Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan;

3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran

Hibah;



4. Lampiran IV

5. Lampiran V

6. Lampiran VI

7. Lampiran VII

8. Lampiran VIII

9. Lampiran IX

10. Lampiran X

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Bantuan Sosial,

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
belanja bagi hasil;

Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan,

Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan
Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas
Bumi’ Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,
dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten pada Daerah
Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan
Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan

Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 23

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 22 merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini

dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja

perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



Pasal 25
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI BANYUWANGI
Ttd.
IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS
Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 30 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANYUWANGI

Ttd.

H. MUJIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2022 NOMOR 28



